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BAB IV

KESIMPULAN

Upaya pemerintah Indonesia untuk semakin melibatkan diaspora Indonesia
sudah mencapai tahapan dan langkah awal yang baik. Biarpun masih terbilang baru
sehingga belum banyak hal yang bisa dijabarkan secara lebih mendalam dari kebijakan
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 2017. Kebijakan ini pun belum
bisa menunjukan secara lebih konkret hasil implementasinya sehingga masih sangat
dibutuhkan kajian lebih mendalam. Kemudian seluruh isi kebijakan tentunya masih
berorientasi untuk dapat menghasilkan data persebaran diaspora di seluruh dunia
namun belum dijabarkan secaara lebih luas hasil yang dicapai dari implementasi
kebijakan ini. Berbagai referensi yang ada pada kajian ini yang bersumber dari data-
data antara lain dari Kongres Diaspora Indonesia masih dirasa tidak begitu berkorelasi
dengan isi kebijakan yang ada. Secara teknis dan terperinci implementasi Kebijakan
Luar Negeri Indonesia Terhadap Diaspora yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia
No 76 Tahun 2017 merupakan ranah kewenangan dan domain dari Kementerian Luar
Negeri RI sehingga Kementerian Luar Negeri RI bertanggungjawab penuh atas segala
proses, implementasi dan evaluasi kebijakan. Dari hal ini terdapat pula bentuk
kebijakan lanjutan yang bersifat teknis dan diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri.
Adapun kebijakan ini adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia

di Luar Negeri. Secara teknis dan perincian dapat dibaca pada halaman lampiran.
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Dalam kebijakan ini secara terperinci tahapan, aturan dan ketentuan yang terdapat pada
KMILN sebagai pelaksanaan teknis dan terperinci dari kebijakan luar negeri Indonesia
terhadap diaspora yang adalah aktor transnasional. Kemudian peraturan ini juga
menunjukan bahwa pemerintah secara serius untuk merangkul dan melayani para
diaspora demi tercapainya kepentingan nasional Indonesia melalui potensi yang
dimiliki diaspora. Kemudian dalam kebijakan ini pun kajian ini menyatakan bahwa
kebijakan luar negeri yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
No 76 Tahun 2017 sekaligus diperdalam serta diperinci dalam Peraturan Menteri Luar
Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 merupakan kebijakan yang konkret
diarahkan kepada diaspora dan secara jelas dapat diamati, lebih menjangkau
masyarakat dari berbagai kelas sosial atau lapisan masyarakat serta lebih dapat

dipahami oleh masyarakat dari berbagai kelas sosial atau lapisan masyarakat.

Kebijakan ini pun masih belum bisa menjangkau kategori diaspora selain WNI
dan mantan WNI padahal masih banyak potensi yang bisa diperoleh apabila bisa
menjangkau diaspora dari kategori lain. Kemudian kebijakan ini pula masih belum bisa
mengatasi persoalan dan permasalah yang Indonesia pernah hadapi antara lain untuk
mengatasi permasalahan trauma pasca konflik yang pernah melanda Indonesia
kemudian kebijakan ini pula tidak dapat melakukan upaya rekonsiliasi yang dialami
para korban seperti kamu eksil yang tertuduh PKI, korban mei 98, diaspora Indonesia

keturunan Belanda yang pernah diusir dari Indonesia dll. Kemudian dinilai kurang
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efisien karena masih bergantung pada rujukan dasar hukum dan undang-undang

lainnya sehingga kepemilikan KMILN dirasa belum populer.

Pengakuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap diaspora melalui
kebijakan ini merupakan langkah awal yang tepat. Akan tetapi progress masih sangat
perlu ditingkatkan. Dalam kajian ini pula korelasi antara kedua jawaban bagi kedua
pertanyaan penelitian menyangkut kebijakan Peraturan Presiden Rl No 76 tahun 2017
ini dinilai tidak kaitan yang konkret sama sekali. Hal ini dikarenakan negara
mengharapkan dari diaspora untuk memperoleh berbagai potensi yang dimiliki
diaspora akan tetapi hal-hal yang dijabarkan pada kebijakan Peraturan Presiden RI no
76 tahun 2017 dirasa tidak begitu terkait satu sama lain melainkan hanya berisikan
komponen dalam kebijakan yang masih terbatas untuk dapat memenuhi ekspektasi dari
diaspora bahkan bagi negara Indonesia. Kebijakan Peraturan Presiden Rl No 76 tahun
2017 masih belum bisa menggantikan kepopuleran dari aspirasi para diaspora agar
diterbitkan kebijakan Dwi Kewarganegaraan. Namun hal ini tetap harus menjadi
perhatian setiap aktor. Biarpun masih belum terlihat hasil bahkan korelasi nyata antara
kebijakan dengan upaya pemerintah bahkan diaspora untuk mewujudkan keterlibatan
diaspora, kebijakan ini masihlah dapat menjadi jembatan penghubung bagi Indonesia

dengan diaspora Indonesia.

Hal ini ditunjukan dalam beberapa langkah konkret dan saran bagi negara untuk
dapat terus dilakukan berbarengan dengan langkah selanjutnya dari kebijakan yang

sudah diimplementasikan. Bersamaan dengan terus diterapkannya kebijakan diaspora
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yang sudah ada beberapa hal penting untuk dilakukan agar kedepan kebijaka ini bisa
semakin disempurnakan sehingga dapat memenuhi ekspektasi para aktor. Hal yang
pertama dilakukan oleh negara Indonesia adalah meninjau kembali praktik
implementasi kebijakan ini melalui cara untuk kembali mengidentifikasi tujuan dan
kapasitas yang akan menghasilkan tatakelola diaspora. Kemudian dari identifikasi ini
pula dapat menunjang perekonomian diasporik yang bertujuan juga untuk
menatakelola pengiriman uang. Terdapat pula hal yang perlu diketahui di lapangan
oleh pemerintah atau aktor terkait dalam membentuk jaringan diaspora yang memang
bertujuan untuk mewujudkan jaringan ilmu pengetahuan sekaligus mengetahui faksi
dan fisi dari potensi kelompok diaspora. Terakhir menggunakan kebijakan yang sudah
ada yang sekaligus akan disempurnakan negara harus selalu hadir bertemu dengan para
jaringan diaspora baik langsung atau dalam sarana teknologi dari hal ini maka
pemangku kepentingan bisa turut diajak bahkan dimobilisasi sesuai dengan
kepentingan nasional yang mendasar. Selain dari pada itu kebijakan luar negeri yang
diarahkan kepada diaspora sangatlah penting untuk semakin dikembangkan agar
semakin tergalang potensi yang dimiliki serta dapat mencegah terjadinya kesalahan
dalam koordinasi potensi ancaman dari eksistensi kelompok diaspora tertentu yang
menentang atau anti pemerintahan RI1 seperti GAM, OPM, RMS dll. Kemudian tindak
lanjut, pemantauan serta maksimalisasi dari kebijakan terutam KMILN sekaligus
peraturan kebijakan lainnya sangatlah penting dilakukan agar tidak begitu saja hilang

karena tren yang berubah atau evoria sesaat.
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